BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dikeluarkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 yang telah beberapa
kali mengalami perubahan menjadi UU No. 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Dengan adanya UU tersebut maka pemerintah daerah

memiliki Avew Ean’ERSl[FA&a‘\MET‘Jg} erhadap daerahnya.

Mulai ddrilierencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampaigllengan evaluasi.
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masyarakat dan diharapkan ketlepannya suatu daerah tersebut dapat lebih
mandiri. Tetapi dalam masa tahap awal pelaksanaan otonomi tersebut tidak
semua daerah sudah siap melaksanakan otonomi, karena dalam pelaksanaan
otonomi ini suatu daerah secara tidak sengaja dipaksa untuk melakukan suatu
perubahan, baik stuktur maupun proses dan kultur birokrasi (Mardiasmo,

2004).



Sebagai dampak dari otonomi daerah setiap pemerintah daerah memiliki
kewajiban dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan daerahnya.
Terkait tentang kewajiban masing-masing daerah maka tiap daerah memiliki
kewajiban untuk meningkatkan potensi daerahnya seperti sumber daya alam,
sumber daya manusia dan potensi atas sumber daya keuangan menjadi
optimal. Kemampuan suatu pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya

terlihat dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mana
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semakin tinggi (Rofiah, 2016). Keuangan daerah yang bisa dikatakan baik
apabila suatu daerah tersebut memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang
memadai dan tidak tergantung terhadap pemerintah pusat. Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan

informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. LRA



menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama,
karena anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung
penyelenggaraan pemerintahan. Laporan Realisasi Anggaran menduduki
prioritas yang lebih penting dan merupakan jenis laporan keuangan daerah
yang paling dahulu dihasilkan sebelum kemudian disyaratkan untuk membuat
laporan neraca dan laporan arus kas (Akram, 2012).

Saat ini pelaksanaan desetralisasi hampir merata di seluruh wilayah negara
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memiliki kemandirian dan pemerataan perekonomlan di daerah tersebut.
Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah dan sebagai landasan atas pembentukan Kabupaten Padang
Pariaman yang berkedudukan di Pariaman yang mana di kawasan barat

dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Padang Pariaman untuk Wilayah



Mentawai, yang meliputi empat kecamatan, yaitu Kecamatan Siberut Utara,
Kecamatan Siberut Selatan, Kecamatan Sipora, dan Kecamatan Pagai Utara
Selatan. Dalam perkembangannya wilayah kerja Pembantu Bupati Padang
pariaman Wilayah Mentawai telah menunjukkan kemajuan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan
kemasyarakatan serta kemampuan untuk mengembangkan potensi Daerah
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Wilayah Kepulauan Mentawai ‘Menjadi Kabupaten Daerah Otonom dan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat |
Sumatera Barat tanggal 3 Juli 1999 Nomor 09/SB/1999 tentang Persetujuan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat |
Sumatera Barat bagi Peningkatan Status Wilayah Kepulauan Mentawai

Menjadi Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta untuk lebih meningkatkan



daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta untuk lebih meningkatkan
peran aktif masyarakat, maka wilayah Kabupaten Padang Pariaman perlu
ditata menjadi dua Daerah Otonom, yaitu membentuk Kabupaten Kepulauan
Mentawai sebagai pemekaran Kabupaten Padang Pariaman.  Dengan
terbentuknya Kabupaten Kepulauan Mentawai, wilayah Kabupaten Padang

Pariaman berkurang seluas wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan

wilayah Ke awai dihapus.
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Pariaman maka wilayah Kabupaten Padang Pariaman dikurangi dengan
wilayah Kota Pariaman yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan
Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan

perbandingan kinerja keuangan daerah antara daerah tesebut diatas dengan



judul penelitian “Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman
Tahun 2010-2014”. Yang nantinya pengukuran kinerja keuangan daerahnya
diukur dengan menggunakan beberapa rasio keuangan.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimaiasshde NIAJE LI&&ABM & Vientawai pada
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1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka tujuan dalam

penelitian ini adalah:



1. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai pada tahun 2002-2014 setelah pemekaran daerah berdasarkan
analisis rasio-rasio keuangan daerah.

2. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman
pada tahun 2002-2014 setelah berpisah dari Kabupaten Kepulauan
Mentawai berdasarkan analisis rasio-rasio keuangan daerah.

3. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kota Pariaman pada tahun

is rasio-rasio
4. fitara Kabupaten
ota Pariaman
asio keuangan
daerah.
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2. Bagi instansi Pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan
sebagai informasi, bahan perbandingan, dan acuan dalam rangka upaya

peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai,



Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman, dan untuk kabupaten
/kota lain pada umumnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan
sebagai informasi dan bahan acuan pada penelitian selanjutnya.

4. Bagi masyarakat umum, dengan memberikan hasil yang dapat membantu
pihak pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja, maka masyarakat
dapat merasakan pelayanan yang lebih baik dan tingkat kesejahteraan yang
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mengapa perlu untuk melakukan penilaian kinerja keuangan daerah, dan
mengapa penulis memilih Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten

Padang Pariaman, dan Kota Pariaman.
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penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.
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2.1 Akuntansi Sektor Publik
Bastian (2010) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai
mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada
pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan

depagtemen [méﬁksl)?\%nxa\&%r‘&a daerah, badan usaha
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digunakan dalam proses ." daliar a'najem-eTn mulai dari perencanaan
strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kerja, dan
pelaporan kinerja (Mardiasmo, 2004).

2.2 Otonomi Daerah
2.2.1 Pengertian

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri  Urusan

10



Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 5 UU No. 23

Tahun 2014). Sementara itu pengertian otonomi daerah menurut

beberapa sumber adalah sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah
Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

Juineldadl kewenangan

i| batas daerah
kepentingan

berdasarkan

mengatur dan mengurus furﬁah tangganya sendiri dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.2.2. Daerah Otonom
Daerah otonom adalah masyarkat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut
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prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Muliastini, 2013).
2.2.3. Tujuan Otonomi Daerah
Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk
meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan
perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama

pelaksanaan otonomi daerah, yaitu (Mardiasmo, 2004):

publik dan

dan sumber daya

2.2.4

gtonomi seluas-

erpTins /btonomi an
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-B_tbﬁéﬁi?iﬁluas, nyata dan

bertanggung jawab. Berikut'f)rir;si[;-prinsip otonomi daerah (Dede,

2003):

1. Prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberikan
kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan

pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang

pemerintahan, kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar

12



negeri, keamanan, moneter, agama, peradilan, dan keamanan.
serta fiskal nasional.

2. Prinsip otonomi nyata, artinya daerah diberikan kewenangan
untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas,
wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan

berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan

potensi dan kekhasan daerah.

ejalan dengan
ang pada dasarnya

meningkatkan

2.2.5

20 UU No. 23

landasan peraturan pé'run_daﬁg-undangan, kepatutan, dan
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2. Asas tertib penyelenggara adalah asas menjadi landasan
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian

penyelenggara negara.
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3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif,
dan selektif.

4. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan
tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan,

engutamakan

akan keadilan

an  peraturan

bahwa setiap

gnggara negara

(Japat e grawankdn syarakat atau
epagal. " PEMEdaro \U'tdtadi \ \

I negara sesuai

berlaku.
8. Asas efisiensi dan efektifitas adalah asas yang menjamin
terselenggaranya kepada masyarakat dengan menggunakan

sumber daya tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
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2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan
instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses
pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan maupun belanja daerah.
Selain dalam rangka disiplin anggaran, penyusunan APBD juga harus
mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya yaitu Undang-

undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah atau

APBD dapat
disus latur landasan
ngatur antara

cara tertib dan

f
[agam yang akan

3 : / mengetahui
.. 'Y
@ \ﬂm-r.... >daKaR-0t0 ya Keadaan
{ \”
\

N

dilakukg‘r’rlnl@ oJ‘-‘-( ‘I;'fj-- w \2(513)' Menurut Halim

(2012), kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan

dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung
mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan

sosial masyarakat.
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Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat

dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang

maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum

dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-

pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Halim,

2012).

2.5 Kinerja Keuangan Pemerintah

2.5.1

lilepaskan dari

Jangan Negara, UU

Pengelolaan keuangan 'aae;af; meliputi tiga tahapan vyaitu:
perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta
petanggungjawaban. Kinerja keuangan pemerintah daerah
merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat
kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan atau
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non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil
yang dicapai dari suatu aktivitas proses atau unit organisasi.
Pengukuran Kkinerja merupakan wujud akuntanbilitas dimana
penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi.
Data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program
selanjutnya (Halim, 2012).

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi

....... i ' " i an Kas dan kinerja
: dat bagi para
san mengenai
esifik, tujuan
menyajikan
an dan untuk

sumber daya

flangan Daerah

dan kewajiban tersebut. "Pac]a . prinsipnya keuangan daerah
mengandung unsur pokok, yaitu (M. Suparmoko, 2013):

1. Hak daerah yang dapat dinilai dengan uang,

2. Kewajiban daerah

3. Kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

tersebut.
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2.5.2

Hak Daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak

yang melekat pada daerah yang digunakan dalam mengisi kas

daerah. Hak daerah tersebut meliputi antara lain:

—

Hak menarik pajak daerah (UU No. 18 Tahun 1997 dan UU
No. 34 Tahun 2000).

Hak menarik retribusi/iuran daerah (UU No. 18 Tahun 1997

N IVERSITAS ANDAL
1 Injaman (Ou=Ne un 2Q04).
untuk memp 'mba;lg pusat (UU No.
3 Tahun

ransfer Ke i Pemérintah

usat

. Sistem Sentralisasi
— hun pusat telah
ikan da } berdasarkan

/
: alan, panjang

rigabi! iAyANNS Otemsi. daerah. Namun
<Nty NG
\LK BANE-
metode ' aRn gias terlalu sulit dan pemerintah

—

daerah merasa tidak pasti mengenai bagian pendapatan yang
akan diterimanya dari tahun ke tahun. Ternyata rumus yang
ada terlalu memihak (bias) terhadap jumlah penduduk.
Akibatnya cara distribusi itu diakhiri sejak tahun anggaran
1970-1972, dan digantikan dengan UU No. 5 Tahun 1974

tentang Pokok-pokok Pemerintahan di  Daerah (M.
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Suparmoko: 2013). Pembagian keuangan antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah didasarkan atas empat kategori
yaitu:

a. Pendapatan yang ditunjuk atau diserahkan

b. Subsidi

c. Pembiayaan sektoral

d. Pinjaman

rintahan dan
eMmérintahan dan
lisasi, sistem
edangan  antar

merintah daerah.

dari pusat ke daerah

1. Dana perimbangan
a. Dana alokasi umum (DAU)
b. Dana alokasi khusus (DAK)

c. Dana bagi hasil (DBH)
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2. Dana otonomi khusus
Otonomi khusus adalah kewenangan yang diakui dan
diberkan kepada pemerintah provinsi untuk mengatur dan
mengurus Kkepentingan masyarakat setempat menurut
prakrsa sendiri berdasarakan aspirasi dan hak-hak dasar
masyarakat (M. Suparmoko, 2013).

2.5.3. Usaha Pajak dan Kebutuhan Fiskal (Tax Effort and Fiscal Need)

duangan antar
utuhan fiskal.
ungguh dapat
potensi pajak

pajak yang

al sebagai dasar

isebut Kinerja

pemerintah daerah di samping dan;sl perimbangan yang merupakan
konsekuensi  langsung dari kebijakan desentralisasi yang
penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
Dalam hal hubungan dekosentrasi dan tugas pembantuan,
pemerintah pusat ikut campur tangan langsung atas penggunaan

dana yang dialokasikan (M. Suparmoko, 2013).
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2.6 Analisis Rasio Keuangan Daerah
Analisis keuangan daerah adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri
keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah transparan, jujur, demokratis, efektif,
efisien dan akuntanbel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan
belanja daerah perlu dilaksanakan. Analisis rasio keuangan merupakan

salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah

ang dituangkan

dalar JjUnakan dalam
pene
a. Ra

Ra perbandingan

ngan realisasi

2012).

c. Rasio kemandirian keuangan Daerah
Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan
kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang

telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang
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diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh
besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang
berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat
ataupun pinjaman (Halim, 2012).
2.7 Review Penelitian Terdahulu
2.7.1 Mega Ayuningtyas Putri (2014)

Pada penelitiannya yang berjudul “Perbandingan Kinerja

g Provinsi Jawa
: Ta un Anggaran 2010-2013’;. Dimang penelitiannya
satu  variabel
yang diukur
adalah rasio

emandirian, rasio S S isiensii dan rasio

éndapatan Asli

dan, rasio

pengukuran
o

insi Jawa Tengah
dan Provinsi Jawa Barat tahun énégaran 2010-2013 menunjukkan
bahwa provinsi Jawa Barat secara rata-rata lebih tinggi 240%
dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah 207%. Pada rasio
efektifitas menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat secara rata-
rata lebih tinggi yaitu sebesar 117% dibandingkan dengan Provinsi

Jawa Tengah sebesar 112%. Pada rasio efisiensi menunjukkan
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2.7.2

bahwa Provinsi Jawa Tengah secara rata-rata lebih tinggi yaitu
sebesar 97% dibandingkan Provinsi Jawa Barat sebesar 90%.
Untuk rasio pertumbuhan, pada pertumbuhan PAD dan
pertumbuhan pendapatan menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat
lebih tingggi daripada Provinsi Jawa Tengah tetapi pada
pertumbuhan belanja menunjukkan sebaliknya bahwa Provinsi
Jawa Barat lebih tinggi.

NET 'R‘l\rERSLIsng‘D‘&AS aNgwadunakan pada

pahan Kinerja

Jawa Tengah

Perbandingan

b Di Provinsi

# Dimana jenis
e iri dari satu

r‘
merintah daerah

aktivitas dan pertumbuhan yéng- rr;ana lokasi penelitiannya adalah
kota/kab yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY).

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada rasio
kemandirian, Kota Yogyakarta berada pada peringkat pertama dan

Kabupaten Gunung Kidul berada diperingkat akhir, dan pada rasio
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kemandirian menunjukkan perbedaan yang signifikan pemerintah
daerah kota/kab di Provinsi DIY tahun 2012-2014. Pada rasio
efektifitas menunjukkan Kabupaten Sleman berada diperingkat
pertama yang artinya kabupaten ini sudah efektif dalam mengelola
keuangan daerahnya sedangkan diperingkat akhir yaitu Kabupaten
Gunung Kidul, terdapat perubahan kinerja keuangan pemerintah

daerah yang signifikan dari tahun 2012-2014. Pada rasio efisiensi

g artinya kota
Segmentara pada
idak terdapat
ang signifikan
abupaten yang

unakan untuk

jdak terdapat

jang signifikan

.ru-u <110 Nétmbuhan yang

‘(?asm pertumbuhan

mtah dalam

Pendapatan Asli Isaérah,"kaﬁup;aten yang selalu mengalami
kenaikan adalah Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul, pada
pertumbuhan pendapatan yang selalu mengalami kenaikan hanya
Kabupaten Bantul sementara yang lainnya dalam tiga tahun
terakhir mengalami fluktuasi, pada pertumbuhan belanja rutin

hanya Kabupaten Gunung Kidul yang selama tiga tahun
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mengalami kenaikan, pada pertumbuhan belanja rutin yang selalu

mengalami kenaikan hanya Kabupaten Bantul. Sedangkan untuk

perubahan Kkinerja keuangan pemerintah daerah pada

rasio

pertumbuhan, seluruh bagian rasio ini hasilnya adalah tidak ada

perubahan yang signifikan dari tahun 2012-2014.

2.7.3 Romi Perdana (2016)

Pada penelitiannya

Jawa dan Kalimantan”. Dimana jenis

riptif deng
ariabel Konse
nerja Suatu analiSis

kan
ntuk melihat

aturan-aturan
pelaksanaan
keuangan
secara
dan benar.

baik

berjudul “Analisis Perbandingan

| seb

dan Kota di

itiannya adalah

Rerikut.

lIindikator

Ra

PAD
Dana
, Perimbangan

Biaya
} Memungut
| PAD

2.} Realisasi

PAD

Alokasi
Belanja
Langsung
Alokasi
Belanja Tidak
Langsung

D. Rasio
Pertumbu
han

PAD

Total
Pendapatan
Daerah
Belanja
Langsung
Belanja Tidak
Langsung
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2.74

Hasil penelitiannya menunjukkan pada rasio kemandirian,
rasio aktifitas belanja tidak langsung, rasio pertumbuhan PAD,
rasio pertumbuhan pendapatan daerah dan, rasio pertumbuhan
belanja tidak langsung menunjukkan bahwa rata-rata kinerja
keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa lebih
tinggi daripada di Pulau Kalimantan. Sedangkan pada rasio
cfektifi E\{&WI&SMMQWS fory Tas

anja angsung menunjukkan bahwa

- N

pertumbuhan

a keuangan

aptan rata-rata lebih tinggi

demerintah Daera t
. RABCR
aripada kah b JAN 1
, 1

'tnika Dwi (20 17‘ )

Pada penlitiannyz

erbangihgan Kinerja

euangan Pemerintah®Kz Kot& di Provinsi Jawa Barat
ddlah deskriptif

Jsatu variabel

[ GPShe Kinerjaketangan- ntal
6‘3&@\'@1‘@ '«L@ m |(Maﬁ-|%15|o kemandirian

keuangan daerah dan rasio ktifitas.

Hasil  penelitiannya  menunjukkan  kinerja ~ keuangan
berdasarkan rasio kemandirian antara kabupaten dan kota di
Provinsi Jawa Barat sangat bervariasi dalam periode 2009-2013

denga gap sebesar 31.6%. terdapat kecenderungan bahwa

pemerintah kota di Provinsi Jawa Barat mempunyai tingkat

26



kemandirian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah

kabupaten dan Kabupaten Bekasi menempati peringkat pertama.

Dari segi rasio efektifitas, kinerja keuangan berdasarkan rasio

efektifitas PAD antara kabupaten dan kota

di Provinsi Jawa Barat

relatif tidak bervariasi pada periode 2009-2013 dan dinilai sangat

efektif dengan rata-rata sebesar 120.06%,

berdasarkan rata-rata

rasio efektifitas peringkat pertama ditempati oleh Kabupaten

oNDRE RIS N4

2.8 Kerangka Pemikiran

a pemiki

adal ikut:

( Rasio Efisiensi Belanja

at perbedaan

'a~k uangan pemerintah yang signifikan dra pemerintah
upaten dan | Jawa,Barat pada rasio
ktifitas. menunjukkan hasil

ang signifi

=

penelitian ini

/4

‘C/'
o

Laporan Keuangan
P & Rasio Efektifitas PAD
Daerah —_

—

Kinerja Keungan
Pemerintah Daerah

Rasio Kemandirian

¥

Perbandingan Kinerja

Keuangan Keuangan Kota
Pariaman, Kab.
Padang Paiaman dan
Kab. Kep. Mentawai
Gambar 2.8

Kerangka Pemikiran Penelitian
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BAB Il

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif

kuantitatif. Pada dasarnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non

hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan

hipotg

keuarlglime penierintah daerah antara Kabupatet
A :
. = A4 4
3.2 Varidhbel Penelitia -4 1
19,]
gy

Kabupaten'Padang Pariamag

Variabel dalam

tahunl 2002-2014 sebadgai Vs

r

ep

—— [WI\ZWSP'Fﬁsn\r\D“aﬁT embandingkan Kinerja

an  Mentawai,

euangan daerah dari

depenc

ent variable)

dengan dikator pengukuran y@ng rasfokeuangan’

ara lain:

tara realisasi

Realisasi Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah

Rasio Efisiensi = X 100%

Sumber: Budiarto dalam Rochmah (2012)
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b. Rasio efektifitas penerimaan PAD
Rasio Efektifitas penerimaan PAD menunjukkan seberapa efektif
daerah dalam merealisasikan target penerimaan PAD. Rumus yang

dapat digunakan untuk menghitung efektivitas PAD adalah:

Rasio Efektivit PAD_Realisasi PAD X 100%
daSs10 eKtivitas = Target PAD 0
Sumber: Budi mah (2012)
c. Ragl Uil\lL\Ee&sl T n&épml).“l,;‘s
Ke irian keuangan dae nunjukkan ke an pemerintah
da dalam mempi eri Dembangunan,
dan pelayanan embayar pajak dan
retribusi sebaga da erah (Halim, 2012).
Rumus perhitungan rasio an daerah adalah sebagai
bér
|
1\-1 s in-lafi yang Sah X 100%
( ~)
‘B Hantdl dalamRogh 7
NTuk BANGZ=

3.3 Jenis dan Sumber D \ )
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang bisa
diperoleh dari buku-buku, artikel, undang-undang dan peraturan daerah

(PP) yang berlaku. Data yang dibutuhkan berupa laporan keuangan

pemerintah tahun 2002-2014 yang dapat diperoleh dari Departemen
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Keuangan dalam situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan

www.djkp.depkeu.go.id.

Data keuangan yang dibutuhkan untuk menghitung rasio adalah sebagai

berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh
daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesusai dengan

perundang-undangan. Data yang akan digunakan adalah data Target

er dari pusat,

gtode penlitian

terkait.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

deskriptif. Analisis data yang terkait adalah:
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a. Analisis rasio efisiensi belanja
Efisiensi belanja daerah menggambarkan perbandingan antara realisasi
belanja atau pengeluaran daearah terhadap anggaran belanja daerah.
Realisasi belanja daerah disebut efisien jika kurang dari 1 (satu) atau
100%, dinyatakan tidak efisien jika lebih dari satu atau 100%. Semakin
kecil rasio efisien adalah semakin baik, begitu juga sebaliknya.

Menurut Rochmach rasio efisiensi belanja dapat di

100%

~Sumber:-Budiarto dalam Rochmah (2012)

b. Analisis rasio efektifitas penerimaan PAD
Efektifitas PAD menggambarkan perbandingan antara realisasi PAD
terhadap target PAD. Realisasi PAD disebut efektif apabila rasio yang
dicapai sebesar 100%, dinyatakan tidak efektif apabila kurang dari

100%. Semakin besar rasio efektifitas adalah semakin baik. Menurut
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Rochmach (2012), rasio efektifitas penerimaan PAD dapat di
formulasikan sebagai berikut:

Efekiivitas PAD = st PAD 500,
crtvitas - Target PAD °

Tabel 3.5.2

Tingkat Efektifitas Penerimaan PAD

Tingkat Efektifitas Efektifitas PAD (%)
ol & CITLC AV e
— ‘ . Y \i'!' e bllt J aq.‘UJ*L:‘S %

Efektif

—491%

81%

160%

60%

a2 Beda dhntan bgjf,r APBD. Jika

WY SN o
dari tahun ke tahtin.rasiokemaRdirian. kédangan daerah semakin tinggi

—

nilainya maka daerah tersebut dikatakan semakin mandiri dalam hal
pembiayaan dan berhasil untuk mengoptimalkan potensi sumber dana
asli daerah (Rochmah, 2012). Rasio kemandirian keuangan daeara

dapat di formulasikan sebagai berikut:

PAD
K dirian = X 100
A = ana Perimbangan + Pendapatan Lain — lain yang sah
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Tabel 3.5.3

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Tingkat Kemandirian (%)
Rendah sekali <25%
Rendah 25% —51%
Sedang 50% — 74%
Tinggi 75% — 100%
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BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
4.1.1 Kabupaten Kepulauan Mentawai
a. Letak Geografis

Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-undang

e o S —

~Republik Indonesia No. 49 Tahun 1999 dan dinamai menurut nama
L‘.‘l W RARWAIE mm mr w Wy vu‘—‘w
asli geografisnya. yang terdiri dari sekitar 70 pulau. Empat pulau

A
utama adalah Utara dan Pagai Selatan, Sipora, dan Siberut; dengan
ol |

Siberut — mencakup 4.480 kilometer persegi dan dengan jumlah

pénduduk sekitar 29.918fmenjadi empat dari yang terbesar. Secara

administratif Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 10
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Tabel 4.1.1

Luas Kabupaten Kepulauan Mentawai Berdasarkan

Kecamatan
No. Wilayah Kecamatan Luas Daerah (Km?)
1. Pagai Selatan 901,14
2. | Sikakap 278,45
3. Pagai Utara 342,02
4, S1R0La Selgfq 268,47
1 “& [\ 1 | !
Sipdra-diara — 4 383,08
Siberut Selatan 4 508,33
" Siberut Ba NS - 649,08
Siberug : 739,87
0. | Sibe Y 816,11
o ) |
10. | Siber0fBarat - 1124,86
epulauan Mentawai a ~ 6011,35

PETA INFRASTRUKTUR
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

P KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Gambar 4.1.1
Peta Infrastuktur Kabupaten Kepulauan Mentawai
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b. Potensi Daerah

Kabupaten Mentawai memiliki potensi alam yang banyak,
selain dalam bidang perkebunan, pertanian, dan yang utama
pariwisata. Hasil laut merupakan salah potensi yang terus
dikembangkan di kabupaten ini terutama ikan kerapu yang laku
untuk di ekspor. untuk jumlah kunjungan wisatawan domestik

maupun mancanegara, team statistik Dinas Pariwisata mencatat

pdan wisatawan
AN wisatawan
Berdasarkan
nyak 813,950
artinya sejak

Desat.

an memiliki
)
"R

) ~:} pantai 42,1 Km

daratan daerah ini setara dengan 3,15% luas daratan wilayah
Provinsi Sumatera Barat. Posisi astronomis Kabupaten Padang
Pariaman terletak antara 0°11°-0°49’ Lintang Selatan dan 98°36° -
100°28” Bujur Timur. Secara administrasi Kabupaten Padang

Pariaman terdiri dari 17 kecamatan dan 103 Nagari.
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Tabel 4.1.2

Luas Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan

Kecamatan
No. Kecamatan Luas Daerah (Km®)
1. | Batang Anai 180,39
2. | Lubuk Alung 111,63
3. | Sintuk Toboh Gadang 25,56
4. | Ulakan I 38,85
PERA TAS ANDAT, 45 29,12
6. X 11 Enam Lingkung 36,25
*| Enam Ling 39,20
2x1 228,70
9. | VI 90,93
i10. | Pa 53,05
"11. | Padah@iSago " 132,06
12. | V Koto Kam 61,41
' Timu 64,80
imal 170 38
/\40 31
O - ~0)%.35
Y OOFAYs VARG, 3 5 12680
)L"E i 3,\:_(5?,') 1328,79
SR

Batas wilayah administratif Kabupaten Padang Pariaman
adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Agam, sebelah Selatan
dengan Kota Padang, sebelah Timur dengan Kabupaten Solok dan
Kabupaten Tanah Datar, dan sebelah Barat dengan Kota Pariaman
dan Samudera Indonesia. Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam tercatat

memiliki wilayah paling luas, yakni 228,70 km?, sedangkan
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Kecamatan Sintuk Toboh Gadang memiliki luas wilayah terkecil,
yakni 25,56 km2. Kecamatan 2x1 Kayu Tanam berada di wilayah
yang paling tinggi yaitu 100-1000 meter dari permukaan laut
(dpl) sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Batang

Gasan dengan ketinggian 2 - 75 m dari permukaan laut (dpl).

1

Samudera Hindia

Padang Pariaman rcatat. memiliki lahan sawah seluas
24.269 hektar di tahun 2010. sebanyak 77,34% dari total luas lahan
sawah tersebut sudah menggunakan irigasi sebagai sistem
pengairan, sedangkan sisanya masih merupakan sawah non irigasi.

Dengan jumlah lahan sawah seluas 24,269 hektar tersebut, Padang

Pariaman tahun 2010 dapat memproduksi padi sebanyak
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255.208.85 ton, menurun sebesar 4,48% dibandingkan tahun
sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan turunya rata-rata
produksi padi dibandingkan tahun 2009 dari 5,27 ton per hektar
pada tahun 2009 menjadi 4,93 ton perhektar pada tahun 2010,
padahal luas lahan panen mengalami peningkatan dari 49.774
hektar pada tahun 2009 menjadi 51.735 hektar pada tahun 2010.

Produksi tanaman palawija lain selama tahun 2010 mengalami

>

..... . oFotulkil ke gdaokatan sebesar
ayu meningkat
97%, kacang

ingkat sebesar

yang terserap,

grupakan salah

r“/o. perekonomian
Ir-' "

e\(a tahun 2008-

TNV
& \!. ¢ perian gn baik formal

4

oV
niitline (ehbandlngkan tahun

2009, Jumlah unit usaha ina'ust;i I-<ecil hasil pertanian formal dan
non formal pada tahun 2010 masing-masing berjumlah 101 unit
dan 341 unit. Tingkat penyerapan tenaga kerja pada industri kecil
hasil pertanian formal dan non formal masing-masing sebanyak

724 orang dan 955 orang.
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Jumlah unit usaha industri aneka baik formal dan non

formal pada tahun 2010 masing-masing sebanyak 147 unit dan 144

unit, sedangkan jumlah tenaga kerja terserap masing-masing

sebanyak 1.359 orang dan 887 orang. Jumlah unit usaha industri

logam, mesin dan kimia formal dan non formal pada tahun 2010

masing-masing 32 unit dan 247 unit, sedangkan jumlah tenaga

kerjanya masing-masing

203 orang dan 909 orang. Sementara itu
(abupaten ini,
erja, dengan

h. Jumlah unit

1 tenaga kerja
anyaman pandan

Jengan tenaga

. Vl
Q\Q?Fw}un 2002 tentang

Pembentukan Kota Pariaman sebagai salah satu Kota yang berada

dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat terletak pada 0° 33°00” —

0°40°43* Lintang Selatan dan 100°10° 33*> — 100° 10’55 Bujur

Timur yang mempunyai luas wilayah sebesar 73,36 Km? dan luas

lautan 282,56 km2, dengan panjang garis pantai 12,00 Km? yang

mencakup 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Utara,
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Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan.
Dan kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman No.
10 Tahun 2009, kecamatan di Kota Pariaman telah bertambah
menjadi 4 (empat) kecamatan yakni: Kecamatan Pariaman Utara,
Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan dan
Kecamatan Pariaman Timur.

Q PETA WILAYAH ADMINISTRASI KOTA PARIAMAN

At 7

Legenda
B Pelabuhan
4 Bandara Udara
= Kota Besar
Kota Kecil
— Sungai

Jalan

|:| Batas Kabupaten
l: Batas Kecamatan
| ===

N r{@ f

<¢J.
pariwisata yaitu pulau-prIau kecil yang jaraknya tidak jauh dari
stasiun kereta api sehingga membuat pengunjung tidak perlu
berjalan jauh untuk sampai ke tempat tujuan. Beberapa potensi
pariwisata dari Kota Pariaman adalah:

- Pantai Gondoriah

- Pulau Angso Duo
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- Pulau Kasiak
4.2 Analisis Efisiensi Belanja
Analisis efisiensi belanja menggambarkan perbandingan antara output dan
input atau realisasi pengeluaran daerah dengan realisasi penerimaan daerah
(Halim, 2012). Dari rumus yang diformulasikan diperoleh hasil sebagai
berikut:

a. Perkembangan Setelah Pemekaran Daerah

U.\'“’ERSIT.‘\S:A&XDA. LAS

o Efisiensi Belanja Kabupaten Kepulauan Wai Setelah

(dalam jutaan rupiah)

i Tota Kriteria
' (1 NG
2002 56.091,24 : fisien
2 18.494,31 7 108% i'ak Efisien
ang Efisien
. 90 1 %sien
' R e

0 286,69.~-23X 06380 A\s@* isien
e IATA O
- “‘

2203\‘35659 2 '/_ 283, ,,\\ 67! A‘:’(E?ﬁEf?s?en

.‘ﬁ({i iﬁ%/ Efisien

2010 | 545.040 "453.739 83% Cukup Efisien

2011 591.219 446.745 76% Efisien

2012 | 666.815 575.295 86% Cukup Efisien

2013 756.852 760.281 100% Kurang Efisien

2014 | 837.911 658.503 79% Efisien
Rata-rata 79% Efisien

Sumber : DJPK Kemenkeu RI (data diolah)
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Dimekarkannya Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 1999
yang didasari dengan UU No. 49 tahun 1999 memberikan dampak
positif terhadap perkembangan pemerintahan, perdanganan, dan
kesejahteraan masayarkat. Dengan dimekarkannya kabupaten ini,
artinya pemerintah daerah berhak mengatur dan memiliki wewenang
atas daerahnya. Salah satu wewenang nya adalah mengatur keuangan

daerah atau memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

alah satu cara

rasio efisiensi

Hun 2002-2014
dhmah (2012),

enngeluran untuk

arlggaran.
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Tabel 4.2.2
Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Padang Pariaman Setelah
Pemekaran Daerah

(dalam jutaan rupiah)

) Realisasi ) o
Tahun Total Belanja Belanja Rasio Kriteria
@ ) ®) (4)
2002 178.182,91 164.088,90 92% Kurang Efisien
2003 | 232.158,54 1 221.124,61 Kurang Efisien
2004 4\ \ \ -Kulrang Efisien
5 ST, 7262.21207 . LIrang Efisien
1 385.916,92 88% rang Efisien
7 1491.157,9 rang Efisien
655.96 | LIrang Efisien
2009 | 698. LIrang Efisien
2010 | 671. ijak Efisien
2011 | 727.82 . i'ak Efisien
2 813.083 0. LIrang Efisien
2 et L]rang Efisien
ien
{ | ang Efisien
St X i -\(”,
Set N e K tan A aud 7 wai pada tahun
1999\)7\151‘{9‘"5% rangi ; E\h‘/i?;);a’ﬁ‘xdari Kabupaten

Padang Pariaman. Tabei diatas menunjukkan pengukuran rasio
efisiensi belanja pada Kabupaten Padang Pariaman setelah Kabupaten
Kepulauan Mentawai bukan lagi bagian dari Kabupaten Padang
Pariaman. Hasil pengukuran rasio tahun 2002-2014 menunjukkan rata-
rata rasio sebesar 94%, dimana hasil tersebut masuk kedalam kriteria

kurang efisien, yang artinya pengeluaran untuk belanja hampir
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melebihi penerimaan yang sesuai dengan anggaran yang telah
ditetapkan.

Tabel 4.2.3
Rasio Efisiensi Belanja Kota Pariaman Setelah Pemekaran Daerah

(dalam jutaan rupiah)

) Realisasi ) o
Total Belanja ) Rasio Kriteria
Tahun Belanja
1) 2 @) (4)
2003 0, i; ) Tidak Efisien
| ey RuAY f Qd ‘n‘ I 4
- 480,99~ "R 8a% ukup Efisien
.602,87 121.927,46 93% Llrang Efisien
| 219.856,75 . 7% drang Efisien
274.18 | Cukup Efisien
8 312. ukup Efisien
2009 | 325. ukup Efisien
2010 357.83 "I i'ak Efisien
2011 | 427.902 4% lIrang Efisien
2012 422.302 - 9. 4,99% LIrang Efisien
gat Efisien
5 50 rang Efisien
\ ’ up Efisien
oy /.‘Z/u:( P
Sumb eme diolah) Y
\ ’.-:l,\'/\-'/\AA ! J i
Pada ta S K ‘Radang Pariaman
MUK BAN~
yaitu Kota Administratit./'Parfaman dimekarkan menjadi Kota

Pariaman, dimana Kota Pariaman diambil dari sebagian wilayah
Kabupaten Padang Pariaman yang ditandai dengan keluarnya UU No.
12 tahun 2002. Tabel diatas menunjukkan pengukuran rasio efisiensi
belanja Kota Pariaman setelah pemekaran daerah yaitu tahun 2003-
2014. Hasil menunjukkan rata-rata pengukuran rasio pada tahun 2003-

2014 yaitu sebesar 89,74%, dimana hasil tersebut masuk kedalam
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kriteria cukup efisien, yang artinya pengeluaran tidak melebihi

penerimaan dan jarak selesih antara anggaran dan realisasi belanja

cukup jauh.

b. Perbandingan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan

Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman

Tabel 4.2.4
Perbandingan Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Kepulauan

~dan Kota Pariaman

Kota Pariaman

Menta ‘:\ ﬂgll'r‘?f_\gf . ;
utaan rupiah)
‘ Belanja isiensi
Tahu Langsung Kriteria
1)
a
201 313.908 31.1 Cukup Efisien
2011 . | 378.105 13.1 | Efisien
2012 [ 476.161 190.65 5 6% Lkup Efisien
201 533.772 223.08 00% urang Efisien
20 63.38 isien
Rat ukup Efisien
A
2010 * [ Tidak Efisien
2081 507 %ﬁgﬁ{@@m “Tidak Efisien
2012 3P4 A I8RO 7D, 98% -/ SFKurang Efisien
2013 < 1 Q8T 26,643 216 | (- ¥} Kurang Efisien
2014 | 385.646 ~+721657) | | m;ﬁ 69% | Efisien
Rata-rata NN 95% Kurang Efisien
Kota Pariaman
2010 | 150.382 207.454 457.247 127,78% | Tidak Efisien
2011 | 203.357 224.545 401.105 93,74% | Kurang Efisien
2012 | 181.256 241.046 399.440 94,59% | Kurang Efisien
2013 | 225.752 260.070 140.047,59 | 28.83% | Sangat Efisien
2014 | 280.070 281.615 505.713 90,03% Kurang Efisien
Rata-rata 86,99% | Cukup Efisien
Rata-rata Kab. Padang Pariaman,
Kab. Kepulauan Mentawai, dan 89% Cukup Efisien

Sumber : DJPK Kemenkeu RI (data diolah)
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Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi belanja

Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota

Pariaman pada periode tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi atau

mengalami perubahan. Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Kepulauan

Mentawai pada periode tahun 2010-2014 memiliki rata-rata 85%, dimana

angka
efisien
2014

Menta

yang

Pariafnan lebih ung 4 nsi

Kabup

cukur

bahvx.)

2010-

| l .
4.3 Analisis EfSkfi

tersebut menurut Rochmah (2012), menunjukan Kkriteria cukup
. Sedangkan Kabupaten Padang Pariaman pada periode tahun 2010-

———r l:rxgl\aﬁ lﬁﬁ\ﬂﬂ&bj‘s Kabupaten Kepulauan

Irata-rata 95%

dimana Kabupaten Padang Pariaman'm
a N\ D

A 4
o ) A

emiliki Kriterig paten Padang

6l I dibandingkan dengan
11 1
¢ ota Pariaman pada

aten Kepula e

periode tahun 2010-2014 me | ale"86799% yang memiliki kriteria
U' !L A - 1)

fisien, dan _Kabupaten epjadi daerah yang

5

ungguiy gukuran rasio efls gat disimpulkan

afa- W-m.mm_.v Jd_Jaekafr™tersebut pada tahun
{ Qo D),
~{u.'.“ /,\ 1 q

=

‘\‘("G-.q\"

Efektifitas menggambarka.n"kem'émp;uan pemerintah daerah dalam

merealisasikan pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan

dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Halim, 2012). Dari rumus

yang telah diformulasikan diperoleh hasil sebagai berikut:
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a. Perkembangan Setelah Pemekaran Daerah

Tabel 4.3.1

Rasio Efektifitas PAD Kabupaten Kepulauan Mentawai Setelah

Pemekaran Daerah

(dalam jutaan rupiah)

Target Realisasi Rasio Kriteria
Tahun
1) ) @) (4)
2002 | 3.588,98 2.063,94 58% Tidak Efektif
2003 | 5.570 9.112,13 164% Sangat Efektif
2004 | 12.368,36...1.9.088,43.__| 73% Kurang Efektif
- 1yt 1T Ly
? tN‘Vl‘, \ 19!35\.\[)%045 urang Efektif
4 20,43 | 12.662,51 82% Ukup Efektif
4 17.580,48 3% Iangat Efektif
) 24.585 Imgat Efektif
) 22.95 Iangat Efektif
2010 | 26.2 Iangat Efektif
2011 | 26.119 3 ,ﬂmgat Efektif
2012 | 32.710 34 10680 Bngat Efektif
4 £ a3 0 Fektif
36. fektif
( ' ngat Efektif
J
S‘ /‘*{l
Dim \ auan . awa da tahun 1999
Nty BANG2

yang didasari

positif terhadap perkembangan pemerintahan,

1999 memberikan dampak

perdanganan, dan

kesejahteraan masayarkat. Dengan dimekarkannya kabupaten ini,

artinya pemerintah daerah berhak mengatur dan memiliki wewenang

atas daerahnya. Salah satu wewenang nya adalah mengatur keuangan

daerah atau memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD). Seperti yang telah pada tabel diatas, salah satu cara
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mengukur Kinerja keuangan daerah yaitu berdasarkan rasio efektifitas

PAD. Pada rasio ini hasil menunjukkan bahwa pada tahun 2002-2014

rasio mengalami fluktuasi, rata-rata pengukuran tahun 2002-2014

menunjukkan rasio sebesar 102%, dimana menurut Rochmah (2012),

rasio ini

masuk kedalam kriteria sangat efektif, yang artinya

penerimaan PAD lebih besar dari target yang telah ditetapkan dan

potensi PAD Kabupaten Kepulauan Mentawai setelah dimekarkan

t {ﬁn\]r\l&k&ls-'; \QAMS ukuran rasio
efe P D ¢
Ra fektifitas an Setelah Pemekaran
alam jutaan rupiah)
. Ta Kriteria
) (4)
% 6.085,71 8.062, 1 angat Efektif
] AgEET] ngat Efektif
, 15.520, angat Efektif
';. 4 j\ektif
@e& = K-L{‘angat Efektif
E13232160¢ = m%& angat Efektif
206&\\_‘[ ", /—2\ , A~ (o ) Sangat Efektif
2009 21_5'10'(.<:—(Z_Bﬂ§§b- 6% Sangat Efektif
2010 | 23.800 24.706 104% Sangat Efektif
2011 28.698 27.073 94% Efektif
2012 | 40.097 31.287 78% Kurang Efektif
2013 | 40.075 42.620 106% Sangat Efektif
2014 | 56.520 72.879 129% Sangat Efektif
Rata-rata 116% Sangat Efektif

Sumber : DJPK Kemenkeu RI (data diolah)
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Setelah dimekarkannya Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun

1999 yang artinya mengurangi sebagian wilayah dari Kabupaten

Padang Pariaman.

Tabel diatas menunjukkan pengukuran rasio

efektifitas PAD pada Kabupaten Padang Pariaman setelah Kabupaten

Kepulauan Mentawai bukan lagi bagian dari Kabupaten Padang

Pariaman. Hasil pengukuran rasio tahun 2002-2014 menunjukkan rata-

rata rasio sebesar 116%, dimana hasil tersebut masuk kedalam kriteria

s th%ERSfl n'an\raa“,PAs ar dari target
ya itetapkan dan potensi PAD Kabupa dang Pariaman
sat pisah  wi n awai ternyata
memberikan h uran rasio efektifitas
PA
10 Efektifitas PAD K@ta an lah Pem an Daerah
/2 utaan rupiah)
T Kriteria
, @
2 "| Sangat Efektif
( : =-Sangat Efektif
9,50 fﬁ%&) _/Sangat Efektif
209&;_&@ " i MK =Ty Sangat Efektif
2007 7531 j,gl}qQ | Sangat Efektif
2008 |8.372  13.341,78 | 159% Sangat Efektif
2009 |8.917 12.263,18 138% Sangat Efektif
2010 |10.030 14885 148% Sangat Efektif
2011 | 12,921 17.048 132% Sangat Efektif
2012 | 15.096 17.579 116% Sangat Efektif
2013 | 15.096 11.331,08 75% Kurang Efektif
2014 | 18.854 26.678 141% Sangat Efektif
Rata-rata 128,25% Sangat Efektif

Sumber : DJPK Kemenkeu RI (data diolah)
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Pada tahun 2002 salah satu daerah dari Kabupaten Padang Pariaman
yaitu Kota Administratif Pariaman dimekarkan menjadi Kota
Pariaman, dimana Kota Pariaman diambil dari sebagian wilayah
Kabupaten Padang Pariaman yang ditandai dengan keluarnya UU No.
12 tahun 2002. Tabel diatas menunjukkan pengukuran rasio efektifitas
PAD Kota Pariaman setelah pemekaran daerah yaitu tahun 2003-2014.

Hasil menunjukkan rata-rata enukuran rasio pada tahun 2003-2014

dalam kriteria
esar dari target

setelah pisah
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b. Perbandingan Rasio Efektifitas PAD Kabupaten Kepulauan Mentawai,

Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman

Tabel 4.3.4

Perbandingan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman,

dan Kota Pariaman Tahun 2010-2014

(dalam jutaan rupiah)

- “%‘\ERSHI.ASI'“\ DAjf ) Kriteria
i ) @) (4)
Kabup Menta
20 26.285 dat Efektif
20 26.119 glat Efektif
2002 | 32.710 Sandat Efektif
2003 | 32.480 EfeKtif
2004 | 39.438 36.4 Efekitif
Rath-rata Sandat Efektif
Kabupdte Pari@man
20 " | 24.706 0 dat Efektif
2 27.0 if
20 31.287 ang Efektif
201 “Safigat Efektif
2014 | 12 f-Sangat Efektif
Rata- LEEDIAI A%, angat Efektif
2~l\h~p = 1N\ /a\“ \\(;7’?-'X
2010 | 10.030%<T 14889 | (5~{.128% | Sangat Efektif
2011 |12.921 17.048" " | 132% Sangat Efektif
2012 | 15.096 17.579 116% Sangat Efektif
2013 | 15.096 11.331,08 75% Kurang Efektif
2014 | 18.854 26.678 141% Sangat Efektif
Rata-rata 123% Sangat Efektif
Rata-rata Kab. Kepulauan Mentawai,
Kab. Padang Pariaman, dan Kota 111% Sangat Efektif
Pariaman

Sumber : DJPK Kemenkeu RI (data diolah)
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Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas penerimaan
PAD ketiga daerah berfluktuasi setiap tahunnya. Kabupaten Kepulauan
Mentawai pada umumnya dari tahun 2010-2014 memiliki rasio efektifitas
diatas 100% kecuali pada tahun 2013 dan 2014, karena pada tahun tersebut
rasio efektifitas Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan
dibawah 100% dimana rasionya sebesar 96% dan 92%. Akan tetapi rasio

efektifitas PAD Kabupaten Kepulauan Mentawai tetap memiliki rata-rata

diatas 0 DiN ' ifi NeXi MaawieAD Kabupaten

Kepula ar 109%. Dari

kriterja jKat efektifitas

penerimaa ikatakan sangat

§ghesar 94% dan
t’naman berada

q v
a * l.‘...J , 5wy O ‘ﬂ~i") 5 % yang mana

l

dapat dlk&a};ﬂ‘lkhs / | ) - Bs&ﬂjg?dé%gan Kabupaten
Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Padang Pariaman, pada Kota
Pariaman rata-rata rasio rasio efektifitas tahun 2010-2014 diatas 100%,
akan tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan rasio sebesar 75%.
Secara rata-rata rasio efektifitas Kota Pariaman berada diatas Kabupaten
Padang Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar

123%.
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Besarnya rasio efektifitas Kabupaten Kepulaun Mentawai,
Kabupaten Padang Pariaman dan, Kota Pariaman berada di atas 100%,
besarnya rasio efektifitas mengindikasikan bahwa rendahnya target yang
ditetapkan walaupun sebenarnya kota tersebut memiliki potensi
penerimaan PAD yang lebih besar dari target yang telah ditetapkan dan
disimpulkan bahwa rata-rata rasio efektifitas penerimaan PAD tertinggi

ialah Kota Pariaman.

4.4 Anal tthrl}\m e M)AL,\S

n_dl iaIn keuangan daerah (o-tondrr'1i i menunjukkan
kem Pemerinta layai_.sendiri kegiatan
pemefintahan, pem asyarakat yang telah
membayar pajak da ib tan yang diperlukan
daerah.. Kemandirian keuan n oleh Resar kecilnya
PAD i gan p sa dari sumber
yang a bantuan pe ari pinjaman
(Halim, \gperoleh hasil

sebagaiyber K"l""’\"/\/\x \ ‘

Mk BANC
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a.

Perkembangan Setelah Pemekaran Daerah
Tabel 4.4.1
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Setelah Pemekaran Daerah

(dalam jutaan rupiah)

b Pendapatan
ana
PAD ) Lain Yang | Rasio Keterangan
Tahun Perimbangan
Sah
(1 (2) ‘ \,n43)\ (4) (5)
sonq ! 4 &
2 M) 20 35245 | § |30yl Rendah Sekali
20 5570 119.372,3 5570 4% IRendah Sekali
20 368,36 | 128. 88 | IRendah Sekali
2006~ | 14.674.74 9% IRendah Sekali
20 15.320,4 % IRendah Sekali
20 17.580, o IRendah Sekali
20 245.825 44. 9% | IRendah Sekali
20 229.580 | 352.0 3% IRendah Sekali
20 26.285 | 339.5 62 8% IRendah Sekali
20 392.2 endah Sekali
428.503 1 endah Sekali
2 /’/Rendah Sekali
2 4 Rendah Sekali
‘ o af8ld A J A A N : > Rendah Sekali
Su \\_R BA \(Ei:x
Dimekarkannya Kabupa ulauan Mentawai pada tahun 1999

yang didasari dengan UU No. 49 tahun 1999 memberikan dampak
positif terhadap perkembangan pemerintahan, perdanganan, dan
kesejahteraan masayarkat. Dengan dimekarkannya kabupaten ini,
artinya pemerintah daerah berhak mengatur dan memiliki wewenang

atas daerahnya. Salah satu wewenang nya adalah mengatur keuangan
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daerah atau memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). Seperti yang telah pada tabel diatas, salah satu cara
mengukur Kinerja keuangan daerah vyaitu berdasarkan rasio
kemandirian keuangan daerah. Pada rasio ini hasil menunjukkan
bahwa pada tahun 2002-2014 rasio mengalami fluktuasi, rata-rata
pengukuran tahun 2002-2014 menunjukkan rasio sebesar 6,3%,

dimana menurut Rochmah (2012), rasio ini masuk kedalam kriteria

S {[’1‘\“&1\1& § Sm'tm ! n Kepulauan

M i masih sangat tergantung kepada Pemeri Rusat baik dari
S(lg embiayaan arak alaupun telah
d kannya p
sio Kemandiridh Keu n Padahg Pariaman
Setel an rah
£ utaan rupiah)
Da |
T ——— ' Keterangan
|
|l ¥y
{ ; e A
2002 7 ; : \@ Rendah Sekali
2003~,8: 9287248 .J N1LQOY “"Rendah Sekali
2004.19.559,3817216-692,04 A 1.4 4% ") Rendah Sekali
2005 | 1.027,02 *1222:279138 \{;3:60"" [ 0,9% | Rendah Sekali
2006 | 12.169,71 | 364.206;23 ~| 3.665 3% | Rendah Sekali
2007 | 13.232,60 | 563.228,50 4.265 2% Rendah Sekali
2008 | 17.007 483.715 7.065 3% Rendah Sekali
2009 | 21.510 494,984 8.615 4,3% | Rendah Sekali
2010 | 23.800 489.189 52.934 4% Rendah Sekali
2011 | 28.698 553.897 93.247 4% Rendah Sekali
2012 | 40.097 641.215 86.468 6% Rendah Sekali
2013 | 40.075 752.487 109.734 5% Rendah Sekali
2014 | 56.520 809.705 204.260 6% Rendah Sekali
Rata-rata 3,8% | Rendah Sekali

Sumber : DJPK Kemenkeu RI (data diolah)
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Setelah dimekarkannya Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun

1999 yang artinya mengurangi sebagian wilayah dari Kabupaten

Padang Pariaman. Tabel diatas menunjukkan pengukuran rasio

kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Padang Pariaman

setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai bukan lagi bagian dari

Kabupaten Padang Pariaman. Hasil pengukuran rasio tahun 2002-2014

menunjukkan rata-rata rasio sebesar 3,8%, dimana hasil tersebut
INIVERSEEAS AND i

n Padang Pariaman masih sangat

rintah daerah

ntung kepada

P intah Pusat nya isahan dengan
Kabupaten Kep
asio Kemandirian ariaman Setelah
e aera
utaan rupiah)
{
Tah | Keterangan
{ )
1 B
p (5)

2003 ;N[ 124:18" | B710350 ~.| Rendah Sekali
200421064 |84 Y, 2% "~ Rendah Sekali
2005 32295 |41€2) / ANWLT275 | 2,4% | Rendah Sekali
2006 | 6.140 203.289,19 | 2.690 3% Rendah Sekali
2007 | 7.531,86 | 244.101,59 3.964,16 3% Rendah Sekali
2008 | 8.372 278.698 4.964,16 3% Rendah Sekali
2009 | 8.917 288.264 4.279 3% Rendah Sekali
2010 | 10.030 275.272 5.557 4% Rendah Sekali
2011 | 12.921 300.193 22.068 4% Rendah Sekali
2012 | 15.096 343.999 39.303 4% Rendah Sekali
2013 | 15.096 395.168 48.094 3% Rendah Sekali
2014 | 18.854 438.662 56.308 4% Rendah Sekali

Rata-rata 3,2% | Rendah Sekali

Sumber : DJPK Kemenkeu RI (data diolah)
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Pada tahun 2002 salah satu daerah dari Kabupaten Padang Pariaman
yaitu Kota Administratif Pariaman dimekarkan menjadi Kota
Pariaman, dimana Kota Pariaman diambil dari sebagian wilayah
Kabupaten Padang Pariaman yang ditandai dengan keluarnya UU No.
12 tahun 2002. Tabel diatas menunjukkan pengukuran rasio
kemandirian keuangan daerah Kota Pariaman setelah pemekaran
tahun rata-rata

daerah yaitu menunjukkan

2003-2014. Hasil

3,2%, dimana
yang artinya

ntung kepada

n pelayanan
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Tabel 4.4.4

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan

Mentawali, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman

Tahun 2010-2014

(dalam jutaan rupiah)

Dana Penfjapaj[an Kemandirian o
PAD . Lain-lain Keuangan Kriteria
Tahun Perimbangan
yang Sah Daerah
@ | @ @) ) ®)
LAY { IpyapMeTtawai___
201( 285\ Y DRSCLLIE Rendah Sekali
2011 11 392.251 22.182 % Rendah Sekali
2017 428.503 7% Rendah Sekali
2013 .480 566 % Rendah Sekali
2014 438 6 Rendah Sekali
Ratatrata Rendah Sekali
201Q | 23.800 4398 89 Rendah Sekali
2011 8.698 553.897 Rendah Sekali
2017 .097 641.215 6% Rendah Sekali
2013 487 0 Rendah Sekali
201 05 i Rendah Sekali
Rat , | Rendah Sekali
74

201@% =~ | Rendah Sekali
2011 57 Pl N h/' Rendah Sekali
2012 | 15996 348900130303\ "T[4%-~Cy. Rendah Sekali
2013 | 15:006'K | [ 48.097 30" Rendah Sekali
2014 | 18.854 | 438.662-"." /56308 4% Rendah Sekali
Rata-Rata 4% Rendah Sekali
Ratfa-rata Kab. Kepulautjin Mentawali, Kab. Padang 504 Rendah Sekali
Pariaman, dan Kota Pariaman

Sumber : DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kemandirian daerah

Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Padang Pariaman pada

tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi atau mengalami perubahan, berbeda
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dengan Kota Pariaman yang dari tahun 2010-2014 tidak mengalami
perubahan kecuali pada tahun 2013 saja. Rasio Kemandirian daerah Kota
Pariaman pada tahun 2010-2014 memiliki rata-rata 4%, dimana angka
tersebut menurut Rochmah (2012), menunjukan pola hubungan
kemadirian Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat memiliki kriteria
sangat rendah. Kriteria sangat rendah mengambarkan bahwa peranan

pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah. Sedangkan

én Kepulauan

ada ahun 2010-2014 memiliki -rata-réta : pih tinggi dari

Kota memiliki rata-
rata 749 : ) ) Sementara itu,
‘ lebih rendah

/aitu sebesar 5%

LN '
melaksartakah L Btorior ahy seCara~fing enakan peranan
pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kota

Pariaman.
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